SALINAN

KEPUTUSAN
MENTFERI FEFNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLI{ INDONESIA

NOMOR 0241/0/1992
TENTANG

PERUTDAHAN BENTUK 7¢ SEKOLAH TEKNIK ( ST ) DAN '
32 STRKOLAL KESEJAHNTCRAAN XELIJARGA  TINGKAT PERTAMA ( SKKpP )
MERJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA ( SMP )

HINTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang

: a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

tentnang Pendidiltan Dasar menetapkan Sekolnh

, Lanjvtan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjuban
. Tirgkat Peirtama

Luar DBiasa merupakan bentuk
sacuan pendidikan dasar yang menyelenggarnkan
purd1d1kan program biga tahun;

=) | A

oanwa sambil merunggu ditetapkannya
rang mengatur +tentang Sekolah Lanjulan Tingkat,
< Pertamna, dipandang perlu melaksanakan perubahan
bentuk 76 Sekolah Tehnik (ST) dan 32 .Sckolah
Kesejahterann Kelusnrgn Tintkat Pertama (SKKDP)
menjadi Sekolnh Menengah Umum Tingkat Pertama

y Ny (sMP). ,

ketentuan

Mengingat : 1. Uncang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

araturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1990

Keputusan Presiden Republik Indonesia -

n. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagnimana telah Tiubah
terakhir dengan keputusan Presiden Republaik
Indonesia Nowor 42 Tahun 1991:

<. Noamor Ad/M Tahun 1988;

! 4. Xeputusan Menteri Pendidikan dnn Kebudayann
oy tanggal 11 Sepltember
b. Nomor

1080
0B7/0/1383 tanggal 28 Februnari 1983
¢. Nomor 0172/0/1983 tanggal

tal 14 Marct 198);
d. Homor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983,

a. Nomor 0222b/0/1980
| ¥4 ‘
|
1 bLanggal 12 Juli 1904 .
1 .

¢. Nomor 0262/0/1984
Henrethatikan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Merengan Pepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
JO45/C/U/92 tanggal 11 Mei 1992.

‘ MEMUT?YS KAN-
i
Henctap?an

Perhbanna : Melalksanakan perubahan bentuk 76 Sckolah Tehnik

dlw J2 Sekolah Kesejahterann Kelu
| ctama (SKKP) menjadi Snkolah
Pcrtdmu (SMP) sevagaimana
Reputusan ini.

(5T)
arga Tingkal
Menengah Tingkat
Lercanbum

dalam Lampiran

Kedua
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TENCALTIAYN LOKASI KEGIATAN by )
BELATAR-MINCATAR SMP NEGERI
PADA ST N, 2 TASIKMALAYA.

Kepula ST,N 2/80% N. puda
5T.N 2 Tapilkmalaya
ai

e o d lemalu )y w—

Diberitalicon kepadi Saudare behwa sehubungun dengan suvallsanl
program Alih Pungsi ST. Negeri yvang berada 11 Kabupataa Tanik=
malaya menjadi SMP, dan ternyate pads tamin ajaran 1592 / 1993
seloarang ini kegiantan Lelejar — mengajar ST, Yogerl dimakcsud
gudal mulai berjalan, medw diharapkan ager Leglaten telajor-mg
ngnjar khusus S0P, Negeri pada ST. Negeri 2 Taslkiealeys yeny o

poluma ini masih meonempati bangunan ST. Negeri 2 Tasilmalajyu,

dipindwikan/dinlihkan ke jalan Lewddalm Tasiknaleyn menvnpati
Vengunan BEX SMIK Nepori Tapilmelays, ( scboloh uters jalan )

lul ini diharepkan agar kegiaten belajar-monguzar SH® dimairsud
dapat torjalan lancar,

Atas perhé,t:l_m dan tantunn Saudara kami acaplin Laayuk  terlus . o

kasih,

",.v""
K Ay :
“1‘ Kenalo,

TEMBUSAH 1 {pw@w Tir. 1.9 fuu AT

1. Kopale Bideng- miumngur KanWil Depdikbud
Prop. Jawa Baret Ji Landung.

2, Kepols Bidang Dilonenum KanWil Depdikbud
Prop. Jaws Barst di Bondung.

3. Xepala SMIK legeri Tuoilaseluya,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN *""'"
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DEPACEMEN PENDIDIKAN DAM KEBUDAYAAN
ANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT j
Jalan Laksamann (L) RE. Martadinata No. 209 Telp, TIZ8B - T1385 . TA40Y
Wisselbord 72085 - 72386 - 72387
BANDUNG

—— e - m—

Jomor . 756 J102,5/R/ 1592

AY naL 1992
Lumpiran |
Jerlnal : Penggunaan Gedung/lLokasi Leuwldihy/

SMIK Tusikmalaya,

Kepnda _
Tih, b upiie Koordinator Urusan Admindetrasi
Kawd.l Dapdikbud Propinsi Jawa Darat

#

Menunggupl surat Kepala SMIK Tusiknaluya No., 040€/102, 14/ NIK.0/P/ 992 4ang-
gal 27 Junl 1992 dan surat Ka Kandep Dikbx Wab., Tas.knalaya No. 1815/102.44/
/1992 tanggal 3 Jund 1992 perihul vengguuaan gedung dan tonah 41 lokasi Leu.
widahu, dengan ini kumi sampaikan hsl-hal sebagul berilut

1o Gedung SMIX lama ¢ Leuwldahu terbagl dua ba

ghaa (2 lokasi ) divlealikan
oleh jalan, .

2o Lokiusl sebelah selatan jalan luas tunah 3136 m2 luwas banguaan 1160

gual pengarahan darl Direskiorat Pendidikan Henergah
gebut diprogramkan unluk Kegiatan Unit Froduksi dar
aiswa, mengliagat pada Gedung di lokasi barv
belum dilengkapi.

iy, e
dejurvan, bauguran. Ter
pemasaran nusll pral:telk
bergkel dan peralatan praktek

3+ Lokas{ sebeluh utara jalan luas tanah 14237 m2 Inas bengunoan 652 m2,

a, Daglan dapan (pinggir jalan) seluas 6000
luag 652 m2 dapat diperuntukan memindah
menjadi SMP, -

W lubih dengan gedungn}'a: se -
tn ST 3 yanz afalibh foageikan

b, Baglan belskan: yang teriirl dari sawab dan kolan I uasu + ECD0 m2 diper-
untukan penanwnan mendong dan untuk menzuwwrtkan baaa (nezencam) .

‘—'/, Demikian agar maklun dan atas perhatiamya kaml uarpeilun terima kasih,
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2, ¥a Kardep Dikbud Kab, Tasikmalara,
3« Ka Bag. Perlengkapan
4+ Ka SMIK Tesikmalaya.,
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Menimbang

Mengingat

KLEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALA YA

NCMOR  : [20/Kene81 - Diazdil/?1)2
LAMPIRAN : | (sutu) berka.,

TENTANG

PCRUBAHAN NAMA, NOMOR URUT DAN NOMOR STATISTIK

10,

.SD, SI.TP, SMU DAN SMX NEGERI/SWASTA

DI KOTA TASIKMALAYA
WALIKOTA TASIKMALAYA

tahwa dalam mengatur renyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan

=da jenjang/tingkat SD, SLTP, SM{J dan SMK Negeri/Swasta di Kota
Tasikmalaya perlu dilaksanakan perubahan Nama, Nomor Urut dan
Nomor Statistik Sekolah sesuai jenjang dan tingkatan :

bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a di atas perlu ditetapkan
Keovtusan Walikota Tasikmalaya;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
HNasional ;

Undang-undang No:nor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaha Dacrah ;
Uadang-undang Nomor 25 Tahun 1199 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nemor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya ;

Peraturan Pc'mcrilntah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menzaqah

Peracian Pemerintah  Nomor 38 Tahun 1991 tentang  “T'eraga
Fependidikan;

- Peratuian Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintuah dan Kewenangen Propinsi sebagai Dacrah Otonom;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997
tantang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi
dan Tata Kerja SLTP; _

Keputusan Menteri Pendidikan dJan Kebudayaan Nomor 035/0/1997
tertang Ierubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU scrta Organisasi
éan Tata Ketia SMU:

Reoutrear Menier' Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997
tentarig  Petuoshan Momenklatur  SMKTA menjadi - SMK  serta
Or3anisasi Tata Kerja SMK
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SALINAM '
: KEPUTUSAN ;
MENTERI PENDIDIKAN DAN XXEBUDAYAAN
REPUBI.IK INDONESIA

NOMCOCP. 033/0/1257
TENTANG

PERUBAIIAN NCMENKLATUR SMP MENJADI SLTT
SERTA ORGANISASI DPAN TATA KEPRJA SLYP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN,

Menimbang bahwa scbagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perndidikan Dasar
4 dan Keprtuzan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ncmor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat
Peiiama, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sckolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)

menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mengatur organisas: dan tata kerja SLTP;

Mengingat . 1. Unrdang-undang Nomcr 2 Tahun 1939;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 T-'iun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
¢. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1%74;
b. Nemor 15 Tahun ‘1984 scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Normor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/71993.

Persetujuan Menteri Negara-Pendayagunaan Aparatur Negara dengan sural Nomor B-148/1/97 tanggal

Memperhatikan
7 Februari 1997;
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WALIKOTA TASIKMALAYA

Mz2nimbang

Mengingat

KEPUTUSAN "WALIKXOTA TASIKMALAYA

NOMOR  : 421 /Kep. 7 A - Disdik/2004
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN NAMA / PENYESUAIAN TATA NAMA

[ )

SMP. SMA, SMK NEGERI / SWASTA
VALIKOTA TASIKMALAYA

palwva peiubahan Undang-undang  Sistem Pendidikan Nasional dari
Momor 2 Tahun 1989 menjadi Nomor 20 Tahun 2003 di Kota
Tasikmalaya perlu dilaksanakan perubahan / penyesuaian Tata Nama
Sckolal. sesuai jenjang dan tirgkatan;

vahwe be:dasarkan pertimbangan pada hurup a di atas perlu ditetapkan
Keputusan Walikota Tasikmalaya;

. Undang-undang Nomor 20° Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dae.ah:

Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Puszt dan Daerah;

Undang-uncang Nomor 10 Tahnn 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmlaya; :

Peraturar Peinerintah Noror 29 Tahun 1990 tantang Pendidikan
Menengah; ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang  Tenaga

. Kepend.dikan:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Peracrintah dan Kewerangan Propinsi sebagai Dacrah Otonon;

Kepuwsan  Menteri Dalam Negeri dar. Otonomi Dacrah  Nomor

131.32267 Tahun 200: tentang Pengangkatan Penjabat Walikota
Tasikinalaya;

Suzut Edaran Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat  Momor
42°/4270-Dikmentt, targgal 3 Desember 2003 tentang Penyesuaian
Tata Nara SMP dan SMA



